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Abstract
Community rodiocan oct os o meclio resistance/ counter hegemony. But

in foct, some community radio failed to corry that hope.Two community radio
sin logjakorta, Radio Ponagatiin the Village Terbonand Rodio Angkringanin
the Villoge Timbulhorjo, Bontul, failed os a medium resistonce (Eddyono,
20L1). Rodio failed because rules issued by the stote/governmentto restrict the
movements of community rodio. As a result, community radio can not do to
resolve the internol problems which hove longe xisted.Unfortunotely, the study
outhors have not answered how loringan Rodio Komunitas Indonesio (JRKI)
conducted a series of strotegies to sove the life of the community rodio station
sunderits network, including Radio Angkringan and Rodio Ponagoti. This study
used quolitotive research adopts and method Gromsci perspective soon social
movement and the organic intellectual to understond the strotegies used JRKI
save the exisl:ence of community rodio. As a result, JRKI strategyhas many
weaknesses. JRKI seemed turn out of energyto save the existence of community
rodio.

Key word : Community Radio, Counter Hegemony, Broadcasting Demo-
cratitotio n, potis io n wa 1 O rg a n ic I nte lectu o I

Abstrak
Aksi Radio komunitas bisa sebagai media perlawanan/ counter

hegemoni. Namun kenyataannya beberapa radio komunitas jauh dari
harapan. Dua radio komunitas di Yogyakarta yaitu radio Panaganti di desa
Terban dan radio Angkringan di desa Timbulharjo, tidak mampu menjadi
media perlawanan (Eddyono,2011). Radio gagal karena peraturan Negara/
pemerintah terlalu mengekang gerakan radio komunitas. Sebagai hasilnya
radio komunitas tidak bisa menyelesaikan masalah internalnya sendiri agar
mampu bertahan pada jangka waktu yang panjang. Sayangnya, studi dari
penulis tidak mendapatkan jawaban tentang peran Jaringan Radio Komunitas
Indonesia (JRKI) dalam membuat serangkain strategi untuk menyelamatkan
hidup radio komunitas dibawah jaringannya, termasuk Radio Angkringan
dan Radio Panagati. Studi ini menggunakan riset kualitatif dan mengadopsi
perspektif Gramsci tentang gerakan sosial dan intellectual organic untuk
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memahami strategi yang digunakan JRKI dalam menyelamatkan keberadaan
radio komunitas. Sebagai hasil, stategi JRKI masih mempunyai banyak
kelemahan. JRKI tampak kehabisan energi untuk menyelamatkan keberadaan
radio komunitas.

Kata Kunci: Radio Komunitos, Counter Hegemony, Demokrotisasi Penyiaran,
Pe ro ng Posisi, I nte le ktuo I O rg a n ik.

Pendahuluan

Sebut saia Radio Minomartani, Radio Suara Malioboro, dan Radio Angkringan

(termasuk Radio Panagati), yang kesemuanya berada di Jogjakarta, harus berjuang

keras mendapatkan pendengarnya. Tak hanya itu, pengelolanya Pun tak kuat lagi

berjuang (Sumiyati, 2011). Radio-radio tersebut merupakan radio komunitas (R.adio

komunitas merupakan jenis media penyiaran radio yang baru diakui di Indonesia

seiring diberlakukannya UU No. 32 Tahtn 2002 Tentang Penyiaran. Pasca jatuhnya

Rezim Orde Baru, hingga setelah dibedakukannya UU No. 32 tahun 2002, radio

jenis ini menjamur (Gazali, 2002: 18-80)). Ironisnya di tengah besarnya harapan

banyak orang terhadap radio komunitas yang dianggap mamPu memberikan watna

dalam demokratisasi informasi bahkan sebagai media perlawanan, malah radio

komunitas mengalami kegagalan demi kegagalan.

Mengapa konsep radio komunitas menarik dilirik? Ini tak terlepas dati

perannya terhadap komunitas. Menurut Tabing (dalam Pandiaitan, 1996:48), stasiun

radio komunitas (bagi Tabing disebut sebagai radio swadaya masyarakat) adalah

suatu stasiun radio yang dioperasikan di suatu lingkungan atau wllayah atau daerah

tertentu, diperuntukkan khusus bagi warga setempat, yang betisik^n 
^car^ 

dengan

ciri utama informasi daetah (local conten setemPat dan diolah dan dikelola oleh

warga setempat. Radio komunitas merupakan salah satu bagian media penyiann

yang memiliki strategi untuk menyajikan apa yang tidak bisa ditawarkan oleh tadio

stasiun lainnya, meminjam bahasa Louie Tab tng, mtatan lokal dengan rasa lokal(Fraser

dan Estrada, 2001,:5; Tabing, 2000). Lebih lanjut, Tabing memaparkan bahwa radio

komunitas mampu membetikan akses informasi kepada masyarakat sebagaimana

juga memberikan akses bagi pengetahuan tentang bagatmana cara berkomunikasi.

Dengan radio semacam ini, informasi terkini dan terPerc ya dan memang relevan

untuk disebaduaskan dan dipertukarkan bisa dilakukan secara berkelaniutan

(Pandjaitan, 1.996:49 -50).
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Lebih lanjut, Fraser dan Estrada (2001:16) menekankan, agar benat-benar

diterima sebagai radio komunitas, kebiiakan stasiun, manaiemen, dan pemrograman

harus merupakan tanggung iawab dari komunitas tersebut. Bahkan, pendanaan

terhadap radio komunitas tefsebut juga harus merupakan tanggung jawab komunitas.

Hal ini nrengandung maksud bahwa radio komunitas memang dttuiukan antak,

dai dan oleh komunitasnya. Fraser dan Estrada iuga menekankan prinsip-prinsip

akses dan par.tisipasi dalam radio komunitas. Akses mengandung 
^rti 

l^y^n n si^tan

tersedia untuk seluruh masyarakat. Pattisipasi berarti masyarakat/publik secara

aktif teribat dalam perencanaan dan manajemen, dan juga terlibat sebagai pembuat

program dan penampil. Banyak kepentingan dalam sebuah komunitas, oleh

karenanya radio komunitas haruslah mamPu meLihat communiry need $ukan aanl

yang berkembang dan dituangkan daiam progtam-Program 
^ct^nya.I{eterwakilan

kelompok-kelompok dan kepentingan yang berbeda dalam komunitas tersebut

harus diakomodasi. Dengan begitu, maka radio komunitas akan menjadi radio yang

benar-benar diharapkan untuk memenuhi kebutuhan komunitas dati bengam latar

belakang.

Ada beberapa studi yang mempertanyakan eksistensi radio komunitas. Salah

satunya adalah tentang Radio I(omunitas pada Radio Panagati diJogiakarta di tahun

2004, dengan temuan yang menggambarkan bahwa tadio ini belum sepenuhnya

mencerminkan kebutuhan warga setemPat tethadaP infotmasi dan hiburan'

I(eberadaannnya belum mamPu mengadoPsi konsep dai, oleh, dan antwk masyatakat,

meskipun dalam pembentukannya keterlibatan sejumlah warga sudah terpenuhi

@ddyono, 2008: 283-301). I(etika radio komunitas belum mamPu menjawab

kebutuhan warganya, maka akan sulit bagi radio komunitas mengakomodasi

kebutuhan komunitasnya. Pada kondisi tersebut, parusipasi warga dianggap lemah.

Perlu dipahami, partisipasi vr^tg yang kuat akan mendukung keberadaan radio

komunitas.

Pada penelitian berikutnya di tahun 2011, penulis menemukan fakta bahwa

Radio Panagati dan Radio Angkringan diJogjakarta, yang sebelumnya masih harus

berjuang keras mendapatkan pendengarnya, sudah tak bersiaran (Eddyono, 2011).

Radio Panagati dan Radio Angkringan tak pernah mencapai bentuknya sebagai

radio komunitas sesungguhnya. I(eduanya tidak berhasil menialankan peran sebagai

media perlawanan, dan tidak sepenuhnya menerapkan konsep dai, aleh, dan anluk

komunitas. Dari hasil peneltian, penyebab ketidakaktifan kedua radlo diakibatkan

dua faktor, yakni: internal dan eksternal. Istilah internal dan ekstetnal hanya

sebagai alat bantu saja untuk memetakan atau mengkategorikan permasalahan tadio



komunitas yang ditemukan saatpenelitian berlangsung. Permasalahan internal berarti

permasalahan yang muncul dari dalam radio komunitas. Sementara permasalahan

eksternal adalah permas alahan yang berasal dari luar radio komunitas.

Faktor internal meliputi keterbatasan kru dan dana, lemahnya partisipasi

warga, dan peralatan yang tidak memadai. Faktor eksternal, meliputi adanya aturan

yang dikeluark^n neg t^ untuk membatasi gerak-gerik radio komunitas. Aturan

itu menyoal pembatasan perolehan dana bagi radio komunitas, pembatasan izin

frekuensi, serta pengurus an izin yang rumit dan tidak sedikit menghabiskan dana

bagi radio sekelas radio komunitas. Faktor 1'ang paling berperan dalam mendukung

ketidakaktifan radio komunitas adalah faktor eksternal yang bersinggungan dengan

pemerintah. Sejumlah 
^t:ut^n 

yaflg dikeluarkan pemerintah turut menghalangS ndio
komunitas dalam mengatasi persoalan internal yang sudah sejak lama ada.

Tabel 1

Pemetaan Permasalahan Radio Komunitas

Sumber: Eddyono (2071 : 94)

Pertama, pembatasan dana yang bisa diperoleh radio komunitas tercantum

dalam UU No. 32 tahun 2002 Tentang Penyiatan Pasal 23 Ayat 2, disebutkan

bahwa I-,enbaga Penliaran Kommitas (terznaswk radio koraunitas) dilarang nelakukan

siaran iklan danf ataa siaran komersil lainrya, kecaali iklan lalanan zztaslarakat. Peglat

Nama Radio lnternal Eksternal

Radio Panagati

(lahit bersamaan/sesaat
setelah pagul'uban
PINTER ada)

1. I(etetbatatasankru/personel

2. Partisipasi masyatakat rendah

3. Dana tcrbatas (didominasi

banuan lembaga/perorangan di
luar komunitas)

4. Pemancar rusak (yang dipakai
adalah p.iniaman dari CRI)

5. I(omputer ketinggalan zaman

1. A.lokasi frekuensi
(pendengar sulit
menjangkau)

2. Siaran tumpang t.indih

dengan radio lain.

Penerimaan udak bersih

3. Pen.rbatasanpencarian

dana

4. Persyaratan sertifikasi a.lat

Radio Angkringan
(diawali semangat sekc-

lompok pemuda yang

ingin membuat mcdia

pemantau. Paguluban
warga -- FOKOWATi

- lahir belakangan
setelah radio men-
gudara)

1. I{eterbatasankru/personel

2. Partisipasi masyarakat tendah

3. Dana rclatif rcrbatas (diJominasi
bantuan lembaga/perorangan di
luar komunitas)

4. Semue alat rusrk disambar petir.

5. Pcmancar rubuh d.iLiup angin
kencang

1. Alokasi frekuensi
(pendengar sulit
menjangkau)

2. Penczian dana dibatasi

3. Persyaratansertrfikasi
alat



radio komunitas diwajibkan mematuhi aturan ini dan dana yang diperolah berasal

dari sumbangan, hibah dan sponsor lembaga di dalam dan di luar komurutas.

Padahal dengan dana yang cukup, maka upaya untuk memanjakan pendengar

agar berpartisipasi secara aktif menjadi lebih mudah (Eddyono, 2011:111-112).

Bagi penulis, sebenarnya tidak masalah bagi radio komunitas untuk menerima
iklan komersil. Jika pun diperbolehkan, pembatasan seberapa besar porsi untuk
menerima iklan komersil ditentukan oleh komunitas bersangkutan dengan acuan:

bagaimana calr,nya iklan yang diterima harus membebaskan radio kornunitas dari
kepentingan-kepentingan dan pengaruh komersil dan tetap semaksimal mungkin
mengedepankan kepentingan komunitasnya. Sikap hati-hati harus diperlihatkan
untuk jenis iklan yang dapat diter.ima, yang sesuai dengan karakter radio komunitas.
Pedu diingat juga, iklan adalah salah satu pemasukan dana bagi radio komunitas,
bukan pemasukan utama. Dana amatlah penting bagi kebedangsungan hidup
radio komunitas. dengan adanya dana yang cukup dapat memberikan insentif
kepada pegiat radio komunitas. Sehingga radio komunitas akan terhindar dari
bayang-bayang rasa takut jika pegiatnya harus beralh mengurusi ekonomi keluarga

(Eddyono, 2011.: 1.04).I(edua, peratur^rr yarrg mengatur mengenai frekuensi adalah

I(epmen 15 tahun 2003 dan I(eputusan Dirjen Postel No. 15A tahun 2004. Dalam
peraturan tersebut pemerintah hanya menyediakan tiga kanal frekuensi untuk
radio komunitas Q02, 203, 204), yakni 107,7; 107,8; dan 107,9 Mlri'z. Dari total
frekuensi, yang diberikan kepada radio komunitas hanyalah 1,5 persen. Selebihnya

diberikan kepada radio swasta dan publik. I(ondisi ini berdampak pada kualitas
tangkapan radio komunitas di telinga pendengar sehingga sraran yang terdengar
menjadi tumpang tiridih. Alhasii, dari total frekuensi, yang dibetikan kepada radio
komunitas hanyalah 1,5 persen. Radio swasta memperoleh 78,5 persen, sedangkan

radio publik memperoleh 20 persen. Tiga frekuensi tersebut diperebutkan oleh
sedikitnya 52 radio komunitas di seluruh Jogakatta dengan radius siaran 2,5 km
dan daya pemancar 50 \X/att (Eddyono, 201,1:1,02). Dengan kondisi carut marut ini
akan sulit bagi radio komunitas mendapat respon positif dari pendengarnva. Dan
akhirnya, tadio komunitas tidak didengar alias ditinggalkan oleh pendengar. Hal inr
kemudian berdampak pada tingkat partisipasi warga yang terus menurun (Eddyono,
201,2:7 6). Dalam penelitian tersebut dipaparkan bahwa, para pegiat radio lion-runitas

tak berhenti saling berebut di frekuensi yang sama. Radio Panagati mengalaminya.
Di radius 2,5 km, Radio Panagati bersiaran rumpang tindih dengan Radio Cemara,
Suara Muslim, dan sejumlah radio kampus. Meski sempat ada upaya pembagian
jadwal siaran, tetap saja tak dipatuhi. Semua tadio komunitas berlombalomba
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untuk siaran p anjang atau siaran pada waktu betsamaan. Dampak betikutnya adalah

siaran tak tetdengar dengan jelas. Dalam kondisi tersebut, pendengar tak akan

ny^m n mendengarkan radio. Akhirnya, r:'dio ditinggalkan. Terakhir, ketiga, aturan

pengurusan tzin yang rumit, 1,ang tidak sedikit menghabiskan dana, tertuang dalam

PP No. 51 tahun 2005 pasal 4 ayat2 (Eddyono, 201't:106). Pada pasal 4 ayat2PP

No. 51 tahun 2005 disebutkan: Lembaga Penyiaran I(omunitas didirikan dengan

persetujuan tertulis dari paling sedikit 51 % (lima puluh satu perseratus) dari jumlah

penduduk dewasa atau paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) orang dewasa dan

dikuatkan dengan persetujuan tertulis aparat pemedntah setingkat kepala desa/lurah

setempat. Tak hanya itu, di pasal lain juga diatut tata cara dan persy aratan perizinan,

yakni di pasal 8 sampai pasal 11. Syarat-syarat yang dilampitkan dalam pengajuan

izin, diancannya: radio komunitas yang mengajukan izin harus melengkzpi sya-rzt

administrasi (menyiapkan akta pendirian beserta pengesahan badan hukum, studi

kelayakan dan rencana kerja, serta hal-hal administratif lainnya); program siaran;

dan data teknik siaran. Pihak yang mengklarifikasi syarat administrasi dan teknik

siaran bisa dilakukan oleh jajaran I(emenkominfo di daerah, sementara I(PI (melalui

I(PID) hanya mengklarifikasi data ptogram siaran. Jika Persyaratan lengkap, maka

radio komunitas harus mampu menjawab peft^nya rr klarifikasi dalam Evaluasi

Dengar Pendapat @,DP) yang dilakukan oleh I(PI (di daerah melalui I(PID). Dalam

jangka waktu paLing lama 15 hari kerja terhitung setelah selesai EDP, I(PI akan

mengeluarkan surat rekomefldasi kelayakan untuk menyelenggarakan penyi aran dan

mengusulkan alokasi dan penggunaan spektrum ftekuensi radio kepada menteti.

Meski sudah menyiapkan persyaratan tersebut seiak lama, Radio Panagati

dan Angkringan masih tak kunjung mendapat izin. Forum Rapat Bersama (FRB),

sebagai pertemuan lanjutan antata mented dan I(PI untuk finalisasi izin iuga
tak pernah diagendakan (Eddyono, 201.1:107). Dan ketika suaru saat nanti jika

undangan FRB akhirnya dilayangkan ke masing-masing radio, maka pengurus radio

komunitas harus menyiapkan duit untuk berkunjung ke Jakatta. Atau iika FRB

dilakukan di daerah, maka lagiJagr uang harus disiapkan kembali untuk menyambut

tamu dari Jakarta untuk melakukan verifikasi. Belum lagr jika radio komunitas tidak

berhasil menunjukkan kepada tim sertifikasi I(emenkominfo bahwa pemanc^r y^ng

digunakan tidak bersertifikat. Biaya yang dikeluarkan untuk sertifikasi Pemancar
sekitar 12 iuta rupiah dan itu hatus diiakukan dt Jakarta (Eddyono, 2012:107). Pada

dasarnya, pembuatan izin ini dibuat untuk mengatur kebetadaan radio komunitas

agar ndak saling berebut siaran dan benar benar beroperasi untuk komunitasnya.

Namun, rry^t^nya aturan ini tidak berjalan semeslinya. Aturan yang tidak memihak



kepada radio komunitas inilah yang menjadr penyebab utama Radio Angkringan dan

Panagaa gagal menjalankan perannya sebaga.i media petlawanan, yakni memberikan

informasi tandingan yang tak pernah diangkat di ranah media arus utama (Eddyono,

201,2:109; Eddyono, Februari 2012:13 - 29).

Radio Panagatr dan Radio Angktingan adalah dua dari banyak radio komr-rnitas

yang tak bersiaran. Meski begitu, radio komunitas baru terus bermunculan, terutama

yang didirikan di wilayah-wila1'ah bencana. Salah satu contohnya adalah Radio Jalin
Merapi yang didirikan di Tempat Pengungsian Akhk (IPA) Tanjung, Muntilan,

Jawa Tengah, 1,5 tahun silam (T.adio Jalin Merapi untuk Para Pengungsi Merapi, 1

November 201,0). Hanpanny^, w^tg pengungsi di sekitar lereng Gr-rnung Merapi

dapat memperoleh informasi dan hiburan melalui Radio Jalin Nlerapi selama

berada di pengungsian ketika Gunung Merapi tengah erupsi. Namun, tak ada

jaminan, radio-radio komunitas yang baru tumbuh ini akan berbeda nasib dengan

pendahulunya. Lalu, bagaimana strategi Jaingan Radio I(omunitas Indonesia

(JRI{) dalam menyelamatkan eksistensi radio komunitas? Efektrfkah sttategi yang

dilakukan? Dua pertanyaan tersebut akan dijawab dalam tulisan ini. Perlu diketahui,

penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dalam kurun waktuJuli
2011, hinggaMarct 2012. Data dikategorikan menjadi dua jenis, yakni data primer

dan data sekunder (Babbie, 2010:24). Pengumpulan data primer diperoleh melalui

wawancara dan pengamatan langsung. Sedangkan pengumpulan data sekunder

meliputi telaah kepustakaan dan dokumen tertulis. Wawancata dilakukan terhadap

informan yang terkait dengan tujuan penelitian. Pengamatan langsung dilakukan

oleh peneliti senditi untuk mengamati kondisi sebenarnya di lapangan sehingga

bisa mempetkuat temuan data. Data yang dipetoleh dari berbagai sumber dianalisa

dengan mengelompokkan data (kategorisasi data), membandingkan data hasii

temuan sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Jaitngan Radio I(omunitas Indonesia atau JRI(I adalah organisasi yang

menaungi keberadaan radio komunitas di Indonesia. Organisasi yang dideklarasikan

dt Jakarra 1.4 Mei 2004 ini bertujuan memajukan anggota (tadio komunitas) agat

berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis, terbuka dan

berkeadilan menuju masyarakat mandiri. Dengan kata lain, ia berfungsi sebagai

tepresentasi keberadaan radio komunitas di Indonesia, wahana penguatan anggota,

wahana advokasi clan wahana kemitraan (Statuta JRKI, 2007). JRI(I memahami

sejumlah kendala yang diaiami radio komunitas. Pemetaan persoalan dilakukan

untuk membuat strategi penuntasan masalah. Lihat tabel di bawah ini:
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Tabel 3

Inventarisir Masalah Ra< lio Komunitas ala JRKI
Internal Eksternal

Kelembagaan

Tak sedikit rakom yang berdiri tidak berasal

dari kebutuhan mcndasar komunitasnya.

Sehingga dari sisi kelembagaan tidak

mencerminkan Radio Komunitas.

Keterbatasan Kanal

UU No 12 Tahun 20U2 tentang pcnyiaren

komunitas ditaFsirkan secara sepihak oleh
pemerintah yang kemud.ian hanya membatai

3 kanal untuk Radio l(omunitas. Padahal

kanal ini berdekatan dengan frekwensi

penerbangan.

Program Siaran

Banyak tadio komunitas yang belum mampu

menyiapkan program dengan baik sesuai

kebutuhan komunitas.

Perizinan

Banyak radio kornunitas yang mengaiukan

permohonan ijin trdak memperoleh

kepastian dari I(emenkominfo. Pengabaian

perizir'an radio komunitas oleh pemerintah
membuat radio komunitas rentan dr-sweeping

oleh balai monitoring

Pendanaan

Masih sedikrt radio komunitas yang berhasil

mencari sumber dana sccara kteatif

Larangan Memperoleh Iklan

Larangan beriklan membatasi daya hidup
radio komunitas karena banyak radlo

komunitas yang menghadapi persoalan

pendanaan.

I{aderisasi

I(aderisasr sangat di butuhkan untuk
memastjkan agar radio tetaP ada yang

mengelola, tapi di sejumlah radio komunitas

proses ini masih rendah. Termasuk teknisi

Perangkat siar

Daya Pancar

Radio I(omunitas hanya boleh memancar

dalam daya 50 wan. Kondisi ini tidak berartr

apa-apabzgt wilayah yang ada di luar jawa.

Sumber daya Manusia (SD$
SDM selumlah rad.io komunitas masih rendah

dan berdampak pada pengelolaan stasiun

radio.

Sumber: Diolah dari hasil wawancara tertulis (via email) Sinam, I(e tua JRI{ (20 Maret 2012)

Ketua JRKI, Sinam, menjelaskan bahura uPaya Penyelesaian masaiah yang

dialami radio komr-rnitas secara internal adalah berencana melakukan kegatan In-

Hozse Mentoing (IHN!. IGgiatan ini Pernah berialan di tahun 2007 pada 25 tadio

kamunitas di yang tersebat di empat provinsi, yakniJawa Timut, Jogjakarta, Sulawesi

Selatan dan Jawa Barat. Saat itu, IHM di fasilitasi oleh Intetnews (Internews adalah

lembaga internasional nonpro{it yang memPunyai misi memberdayakan media
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lokal di seluruh dunia. Selengkapnya dapat diLihat di: httP: / /www.internews.org/

about-internews) dan Promedia promedia International, melalui penyediaan

solusi dan pelatihan teknologi informasi adalah lembag^ y^ng membantu

perusahaan/organisasi dalam mengarahkan sumber daya yang dimiliki agar fokus

pada visi yang telah ditetapkan. Lembaga ini menyediakan layanan di bidang IT
Consulting, pengembangan software/sistem informasi berbasis web/dekstop (az

Denantl), penyediaan perangkat komputer, instalasi dan pemeliharaan iattngan
komputer (netuorkin!,, grafika, pelatihan dan pengembangan SDM di bidang

teknologi informasi, serta penyediaan tenaga ahli teknologi informasi (oatsoarcinj.

Selengkapnya dapat diLihat di: hLtp: / /www.promedia-int.com /nupromedia /indcx,

ptrptmoaute=Conte . Tak hanya di situ,

kerjasama dengan berbagai lembaga untuk memperkuat kapasitas peran radio

komunitas dalam mewujudkan siatan yang berkualitas juga akan dilakukan kembali.

Selain bisa menambah pendapatan radio kornunitas, juga mendorong pegiat untuk

membuat program-Program yang kreatif. Beberapa kegiatan yang petnah dilakukan

dengan bekerjasama dengan organisasi lain adalah SFCG (J'earch r Common

GroznrIl(SFCG didirikan pada tahun 1982, Searrh far Cotnmon Ground bekerla unttk
mengubah cara pandang dunia dalam menangani konflik - meniauhi pendekatan

permusuhan dan menuju pemecahan masalah secata kolabotatif. Dalam bekerja,

lembaga ini, bekerja sama dengan mitra lokal dalam pemerintahan dan masyatakat

sipil, untuk menemukan c t^ y^ng sesuai dengan budaya untuk memperkuat

kapasitas masyarakat untuk menangani konflik secara konstruktif. Lengkapnya

dapat diiihat pada: http://wv'wsfcg.org/sfcg/sfcg home.html) untuk program

penguatan pemimpin perempuan di 30 radio komunitas di Pulau Jawa; Badan

I(oordinasi I(eluarga Betencana Nasional (BKKBN) dengan kegiatan sosialisasi

I(eluarga Berencana (KIl) di 15 radio komunitas d.i Indonesia; COMBINE (Sejak

tahun 2001, COMBINE, Resource Institution (selanjutnya disebut COMBINE)
bergerak mendukung pengembangan media komunitas dan pemanfaatan

Teknologi Informasi-I(omunikasi (IIK) sebagai bagian dati sistem dan jadngan

pengembangan infonnasi dan komunikasi komunitas. Pada awalnya, COMBINE
melakukan fasilitasi dan bantuan teknis secara langsung bagi komunitas melalui

radio komunitas. Selengkapnya bisa dilihat di http: //combine.or.id /siapa-kami/)

dan PNPM Suppott Fasilifr, QS\ (?SF membantu pemerintah Indonesia daiam

mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPI\!. PNPM sendiri

diluncurkan pada tahun 2007. Penjelasan lebih lengkap dapat dial<ses di: http://
nnnm-suDrlort"orolidlabout -osfl bersama 139 radio konrunitas di 9 orovinsi untuk



pengawasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat €NPllD; dan I(omrst

Penanggulan AIDS (KPA) Jawa Barat untuk ptogram penanggulangan HIV dan

AIDS. Dad program tersebut yang masih be lalan adalah program yang bekeriasama

dengan BKKBN. Rencana program lainnya tengah diupayakan kembali. Sinam

menjelaskan:

'JRKI dalam pengembangan kapasitas pengelolaan rakom melakukan asistensi

penyusunan kelembagaan seperti Dewan Penyiaran I(omunitas (DPI!, Badan
Penyelenggara Penyiaran I(omunitas (BPPI!, Penl''usunan AD/ART dan
MI(O. Dalam hal program, JRI(I mengenalkan alat untuk menyusun Program
siaran berbasis komunitas. Misalnya, dengan menggunakan metode PRA
(Participatory Rural Apraisal). Dalam hal keuangan, JN(I memfasilitasi radio
untuk menyusun mekanisme dan memetakan sumber-sumber keuangan yang
ada di dalam komunitas maupun luar komunitas untuk bisa membiayai kegiatan
penyiaran." (Wawancara 20 Marct 2012)

Masing-masing komunitas memiliki keragaman komunitas, potensi, dan

masalah yang berbeda-beda sehingga dibutuhkan c^r^ y^ng beragam puia untuk

menjawab sernua permasalahan. Salah satu contohnya adalah dinamika organisasi

JRK di berbagai wilayah yang terbelah atau bahkan tidak aktif. Wilayah yang

mengalami hal ini, diantaranya adalah: Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera

Utara, dan Papua Bant. D.i Sulawesi Utara, perpecahan bahkan menimbulkan

dua kepengurusan JRI( yang berseberangan. Strategi yang dilakukan JRI{ adalah

melalui musyawarah. Sinam mengatakan:

" ..Bentuk bentuk yang dilakukan bisa dengan mediasi langsung antar pihak
yang sedang berkonflik melalui musyawarah atau bahkan kongtes di wilayah. . . "
SVawancara 20 Maret 2012)

Untuk mengatasi beragam persoalan internal, seperti: konfl.ik organisasi,

kesulitan mendapatkan dana, menyiapkan program yang berkualitas, teknis dan

perizinan, dan peningkatan kapasitas pegiat radio kornunitas, saat ini, JRI(I sedang

menyiapkan modul "Sekolah Rakom". Harapannya, melalui dengan modul ini,

radio komunitas bisa saling belajar untuk tumbuh dan bertahan. Sekolah rakom

.ini berbentuk pelatihan dengan bahan ajar dari modul yang sama. Dengan kata

Iain, dimanapun pelatihannya, modulnya adalah modul yang kini tengah disiapkan

JRI{. Untuk masalah ekstetnal, advokasi denli advokasi mengawal dan mengkritisi

kebijakan radio komunitas juga tak lupa dilakukan. Diantaranya adaiah mengadvokasi

Rancangan Peraturan Pemerintah (R.PP) Penyiaran pada tahun 2005. Upaya ini
gagal. Pemerintah akhirnya menelurkan PP No. 51 tahun 2005 yang dianggap tidak
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berpihak pada tadio komunitas. Sepetti yang sudah dikemukakan di atas, aturan

dalam PP ini amat memberatkan radio komunitas dalam penyiapan perizinannya.

Ada pula upaya lain, yakni mengadvokasi tevisi UU Penyiaran yang baru. Upaya ini

sudah berlangsung seiak tahun 2010.

Untuk ini, JRI(I aktif melakukan kajian dan diskusi di betbagai wilayah untuk

memberikan masukan kepada anggota I{omisi I DPR. Beberapa Pertemuan yang

sempat dijadikan ajang diskusi adalah pada Peray^al7 Hari Pen),iaran Nasional

(Harsiarnas) tahun 2011 di Solo, Jawa Tengah; Diskusi Publik tahur.r 2011 dl

Bandung; Jagongan Media Rakyat di Jogjakarta tahun 2012, serta konsolidasi di 15

Jaingan Radio I(omunitas SRI! wilayah Sumatera tltara, Sumatera Barat, Aceh,

Lampung, Banten, Joglakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timut, BaLi, NTB,

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Bant dan I(alimantan Barat. Semua

kegiatan tersebut dihadiri beragam pihak yang mendukung keberadaan lembaga

penyiaran komunitas, terutama tadio komunitas. Tepat pada 1 Maret 2012, masukan

tersebut diberikan saat Rapat Dengat Pendapat Umum (RDPU) RUU Penyiaran di

Gedung DPR Senayan. Sinam menuturkan:

'JRI{ sudah menyampaikan (permintaan) kepada anggota I(omisr I (DPR)
agar UU Penyiaran pro tethadap (embaga penyiaran) komunitas. Serta akan

menjamin bahwa radio komunitas akan tumbuh dan berpetan akuf dalam
mencerdasakan komunitas. Beberapa isu (permintaan) yang di angkat JRI(I
adalah alokasi Frekwensi 20%o untuk (lembag penyiatan komunitas, pertztnan
yang cepat dan cukup sampai tingkat provinsi, pendanaan radio komunitas
dengan iklan lokal, dan penguatan bahasa lokal melalui radio komunitas."
(X7awancara 20 Maret 2012)

Pernyataan Sinam ini sesuai dengan dokumen "Masukan JRI(I tentang Revisi

Undang Undang Penyiaran Nlenuju Penyiaran yang Demokratis".JRI(I juga meminta

agar rJU Penyiaran kedepan mampu menjamin tumbuh dan berkembangnya radio

komunitas bersama dengan lembaga penyiaran yang lain.

Soal perizinan, selain memberikan masukan ke anggota I(omisi I DPR, JRKI
terus mendampingi radio komunitas dalam proses pengajuan izin mulai dari

menyiapkan dokumen hingga pendampingan. Sayangnya, ptoses ini tersendar

di Menkominfo. Langkah JRI{ sampai saat ini baru meminta menteti terkait

untuk mempercepat proses perijinan. JRI(I sempat mengajukan Surat bernomor

6/JRKI/III/201.2 tertanggal 14 Maret 2012 yang berisi permintaan JRI(I kepada

Menkominfo agar Menkominfo segera melakukan FRB kepada radio komunitas

yang telah mendapatkan rekomendasi kelayakan dan memberikan informasi kepada



JRI{ danJRI( wilayah tetk^it d^t^ radio komunitas yang sudah mengajukan izin dan

sudah berizin. Surat ini dikeluarkan JRI(I setelah sejumlah radio komunitas di wilayah

JawaBarat,Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan rrilayah lainnya, mendapat

teguran bahkan penettiban oleh Balai Monitoring, lembaga dibawah I(emenkominfo

yang bertugas menert-ibkan frekuensi. Padahal beberapa radio komunitas di bawah

JRKI telah mengajukan permohoan izin sesuai prosedur yang berlaku. Tapi, surat

tersebut t-idak dibalas secata resmi oleh Menkominfo. JRKI hanya mendapat alasan

.lisan bahwa sulitnya pettzinan karena pemancar siar radio komunitas tidak standar

alias rakitan. Seiain itu, amat banyak permohonan izin sehingga pemerintah, dalam

hal ini Menkominfo, sulit menentukan alokasi frekvrensi.

Betagam strategi telah dilakukan, tentu saja dengan harapan target caPalan

tetpenuhi. Masalahnya, semakin kemari, satu-persatu tadio komunitas mulai

bergugutan. Meski ada yang baru tumbuh, tak ada jaminan kondisinya akan lebih

baik yika aturan masih tidak berpihak. Jika begitu, efekt.ifkah strategi yang telah

dilakukan? Logika bagi ot^ng 
^w^m 

cukup sederhana' Jika efektif, maka saat ini

radio komunitas sudah merayakan kemenangannya. Namun bukan demikian adanya'

Perjuangan semacam ini membutuhkan enetgi besar dan waktu yang panjang dan

susah dipastikan.

J.ika merujuk pada pemikiran Gramsci, agar gerakan sosial berhasil, sebuah

gerakan harus memiliki strategi, yakni merencanakan dan melaksanakan perang

posisi. Secara bersamaan, gerakan harus memiliki intelektual otganik yang

bertebaran di berbagai titik yang akan membantu atau berPeran sebagai ot^ng y^rtg

mempersuasi pihak-pihak yang bedawanan atauPun mempetkuat cara pandang

pihak-pihak yang akan berjuang bersama, mendidik, dan mengasah ketetampilan

mereka. Sebuah gerakan harus memiliki kehendak kolektif yang diamini bersama

dan disadari sebagai kehendak penting untuk dicapai bersama-sama. I(onteks dari

ini semua adalah hegemoni.

Hegemoni bukanlah suatu kondisi yang akan dengan begitu saia tetcapat,

melainkan suatu usaha yang harus dilakukan secara terus-menerus, dan harus

dipertahankan secara jangka panjang dalam rangka mengarahkan kekuatan oPosisi

yang antagonistik (memiliki kepenringan berlawanan) meniadi kesalingsesuaian.

Hegemoni bukanlah suatu keadaan yang sudah pasti dan permanen, melainkan

harus dimenangkan dan direbut pull 1998:41-42), Hegemoni metupakan

penguasaan yang dicapai suatu kelas atau kelompok terhadap kelas atau kelompok-

kelompok lainnya melalui kesadaran daripada paksaan (Simon, 1999:19-20). Lebih

lanjut, hegemoni dipahami bukanlah merupakan hubungan dominasi dengan
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menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetu,uan dengan menggunakan

kepemimpinan politik dan ideologis Persetujuan dalam hal ini merupakan ungkapan

intelektual dan arah moral dimana perasaan massa secara tetap untuk terikat dengan

kepemimpinan dan ideologi kelompok dominan sebagai bentuk ungkapan kevakinan

dan aspitasinya.

Hegemoni terjadi di dalam masyarakat sipil. Maslra12[21 sipil bagi Gramsci

adalah mencakup seluruh aparatus transmisi yang lazin di sebut "su'asta" seperti

universitas, sekolah, rnedia massa, gereja dan lain sebagainya (Sugiono, 1999'34-

36; Simon, 1999:99-108). Aparatus-aparatus ini mencerminkan peran sangat

signifrkan dalam membentuk kesadaran massa masyarakat. Dalam masyarakat

sipil, kemampuan kelompok berkuasa dalam melakukan hegemoni atas kelompok-

kelompok lain sepenuhnya bergantung pada kemampuan mengontrol aparatus-

aparatus tersebut. Dan sebaliknya, dalam wilayah masyarakat sipil inilah kelompok

subordinat juga melakukan hegemoni alternatifnya (counter hegenrory). Gerakan sosial

terjadi pula pada wilayah ini. Gerakan sosial ala Gtamsci identik dengan upaya

kelompok subordinat untuk memenangkan hegemoni tandingannya. Agar berhasil,

sebuah gerakan sosial hatus memiliki tujuan yang sama atau disebut juga sebagai

kehendak kolektif yang diartikulasikan secara terus-menerus.

Gerakan sosial juga membutuhkan peran intelektual yang disebut Gramsci

sebagai intelektual organik. Intelektual organik adalah pata inteiektual yang tidak

sekedar menjelaskan kehidupan sosial berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan, tapi
juga memakai bahasa kebudayaan untuk mengekspresikan petasaan dan pen galaman

nyatayang idak bisa diekspresikan oleh masyarakat sendiri (I(olakowski, 197 8: 240).

Melalui kaum intelektual ini (dan melibatkan aparatus swasta), cara pandang mereka

yang tersubordinasi bisa diubah lalu mendukung upaya perubahan yang diharapkan.

Cara pandang tersebut akan semakin meluas dan berlaku universal. Perjuangan

semacam ini membutuhkan strategi utama, yakni perang posisi (Sr.rgiono, 1999:44-

45). Lebih lanjut, perang posisi adalah bentuk perjuangan dalam merebut kekuasaan

yang lebih diarahkan pada upaya untuk "mengenyahkan" ideologi, notma, mitos,

politik dan kebudayaan kelompok berkuasa daripada menyerang kelompok itu
secara fisik. Dengan kata lain, perang posisi adalah sebuah proses transmisi kultural

untuk menghancurkan sebuah hegemoni dan menggantikannya dengan hegemoni

lain (Gramsci dalam Sugiono , 1.999:46).

Berikut hasil analisis strategi gerakan radio komunitas yang dilakukan oleh

JRI{ dengan menggunakan pendekatan Gramsci (kehendak kolektiF, perang posisi,

intelektual organik, dan aparatus swasta):



Tabel 4
Analisa Gerakan Radio Ko

Target Eksternal:

Terkait aturan-atutan vang dikeluarkan pemerintah (meliputi: izin dipermudah, alokasi

frekuensi diperbanyak, sumber dana diperlonggar, daya ptncar di wilayah iarang penduduk

diperluas). Target terdekat adalah mempengaruhi RUU Penyiaran.

Target Internal:
Terkait persoalan internal radio komunitas itu sendiri (meliputi: Penguatan SDM dan

kelembagaan, dengan tuiuan akhir: partisipasi komunitas menguat)

Kehendak Kolektif Ferang Posisi Intclektual Organik Aparatus $aringan
Pendukung)

Radio komunitas
penting dan
keberadaanya
harus diakomodir
sepenuh hati
oleh negara,/
pemerintah.

Advokasi perizinan,
tencana Ir-
Hoa:e Menloing
(Htrtr) dan modul
"sekolab rakom",
nenggiting opini/
lobb1 legslator dan
pemerintah melalui
pemberian masukan

dari hasil pcrtemuan
dengan jaringan dan

intelcktual organik
pcndukung, dan
membuat draft
RUU Penyiaran
versi publik

Terutama
mengandalkan

orang-otang di balik
jaringan pendukung
Beberapa nama,
seperti: Paulus

Widianto (Nlantan

I(etua Pansus

Penyiaran 2002) dan

Amir Efendi Siregar

(KIDP - I(omite
Indcnpendcn untuk
De mokratisasi

Penyiaran).

Advokasi:
KIDP (Komite Inde npenden

untuk Demokratisasi Penyiaran),

TIFA, Combine dan Ford
Fondation.

Penguatan radio komunitas:
Combine, VHR, Internews,
AMARC, dan Yayasan Air Putih

Analisis:
Mcski kehendak
kolektif diamini
bersama, namun
dinamika masih

ada. Pcrpccahan

di tubuh beberapa

radio komunitas dan

JRt(-wilayah tak bisa

terelakkan. Selain

itu, masih banyak

radio komunitas
yang belum menjadi

angqota JRKI.

Analisis:
Masih tergantung
atas dukungan
jaringan pcndukung,
Advokasi perizinan
masih sebatas

PenyafnPalan
protes ke regulator.

I(egiatan masih

didominasi reucana

dan sedrkit 1'ang
sudah dijalankan.

Analisis:
Untuk membedkan
penyadaran secara

lnternal cukup
kuat. Namun secara

eksternal, hanya

segelintir yang
nrrnanya dikenal

pubJik dan punya

Peran pentrng
dalam gerakan,

terutama yang paham

sesungguhnya kondisi
tadio komunitas.

Analisis;
Beberapa lembaga pendukung
bekerja berdasarkan
dana bantuan yang ada.

Ke sinambungan sullt teriaga.

Pembcritaan soal isu-isu radio

komunitas lemah (tidak sekuat

soal isu pengakuan terhadap

radio komunitas sebelum UU
Penyiatan No. 32 tahun 2002
dibedakukan)

munltas

Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Gerakan radio komunitas kini tidak lagi sekuat pada saat Pengakuan

keberadaan radio komunitas di awal-awal pengesahan UU Penyiaran No. 32 tahun



2002(Eddyono,2011:53 - 62). Dulu, masih merujuk Eddyono, semua elemen radio

komunitas mengambil Perannva untuk satu tujuan, yakni: pengakuan babwa radio

komunitas ada dan barws diakomodir dalan UU Penliaran. Hanya dengan cata begitu,

radio ini akan terbebas dari klaim sebagai radio pemecah persatuan, radio gelap, radio

bawah tanah, radio perusak-pengganggu sehingga harus di-sweepitrg. Adu konsep

soal radio komunitas yang ideal juga tak terhindatkan. Eksekutif dan legislatif terus

dibombardir oleh wacana bahwa radio komunitas adalah media alternatif yang tidak

perlu ditakuti. Tak hanya pegiat radio komunitas, pegiat demokrasi dan akademisi

pun ikut urun saran memperkuat argumen tetsebut. Apa yang terl.ihat saat ini

amat berbeda. Pegiat radio komunitas seolah kehabisan enetgi. Belum lagi masalah

internal organisasi JRI( wilayah yang berkonflik dengan sejumlah pegrat radio

komunitas. I(ondisi ini amat tidak menguntungkan bagi gerakan radio komunitas.

Padahal sumber masalah terbesar, kebiiakan pemerintah yang membatasi gerak

radio komunitas, masih menghadang dan untuk ini butuh strategi iitu -- tanpa akhir

-- untuk mengubahnya.

Penutup
Nleskipun strategi radio komunitas, dalam hal ini dinaungi oleh JRI(I, masih

menl.impan kelemahan, ada peluang untuk memPerkokohnya. Penulis mengem

bangkan strategi radio komunitas betdasarkan pemikiran Gramsci yang disesuaikan

dengan temuan di atas:

1,. Menguatkan kernbali arah gerakan dengan target iangka pendek, menengah, dan

panjang yang jelas. Target jangka pendek, misalnya, adalah memastikan aturan

yang tidak berpihak pada radio komunitas dalam UU Pen),iaran yang lama harus

hilang dalam UU Penyiaran yang baru nanti. Target jangka menengahnya adalah

bagaimana c tanya atufan turunan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri,

dan sebagarnya) hatus benar-benat seialan dengan atutan di atasnya dan tidak

menyulitkan terhadap tumbuh-kembangnya radio komunitas, Sementara target

jangka panjang adalah, misalnya, radio komunitas harus mampu menjawab

t^ntz;flg n perkembangan teknologi. Tatget-tatget ini hanyalah sebagai contoh.

Semakin fokus kemana arah gerakan, m aka akan semakin gampang menyiapkan

strategi untuk mewujudkannya. Tentukan pula siapa lawan dan siapa kawan.

I(awan adalah aparatus swasta (seperti: institusi pendidikan, politik, media

massa, dan sebagainya) pendukung. Inventarisir dan petakan mereka dalam

mendukung gerakan.

2. Memperbanyak intelektual organik dari betbagai latar yang mamPu berbicaraf



1fif$ifi,iunrxm**

3.

melakukan penyadaran di publik dan mempengaruhi cara pandang publik dan

pengambil kebijakan. Jika pedu, ada pemetaan yang khusus siapa orangnya

dan spesialisasinya. Contohnya adalah memilih duta yang merupakan seorang

publik figur sepetti artis ataupun penyanyi yang mampu membawa pesan-

pesan positif radio komunitas kepada publik di nnah intertainment. Di ranah

media massa,JRI(I harus mampu mendekati jurnalis-jurnalis yang pro terhadap

demokratisasi penyiaran. Berbagai informasi penting dan memliki nilai berita

tinggi harus selalu di apdate kepada mereka. Semakin beragam latar belakang

or^ng y^r\g dilibatkan sebagai intelektuai organik, berikut spesialisasinya, akan

semakin baik. Dengan kata lain, JRI(I harus memiliki intelektual organik di

bengam lini. Ada yang fokus pada penyadaran dan peningkatan kapasitas

pegiat radio komunitas secara internal, ada pula yang bekerja di lini advokasi

kebijakan, ada pula yang bekerja di lini penyadaran publik, termasuk pengambil

kebiiakan, dan sebagainya.

Pengelolaan isu-isu populis tadio komunitas hatus dilakukan. Tak sampai disitu,

isu-isu populis harus disebarkan melalui medra mainstrean yafig menjacli acuan

informasi pengambil kebi.iakan. Isu-isu populis ini dapat berupa mengangkat

kondisi radio komunitas yang berada di wilayah terpencil dengan akses informasi
yang minim. Jika radio icomunitas tidak dididkan, maka wilayah tersebut takkan

pernah mendapat infbmasi yang benar-benar diinginkan penduduknya. Ini
adalah satu contoh. Biarkan media massa mengakses informasi tersebut lalu

memberitakannya. Fasilitasi jurnalisnya. Hal ini harus dilakukan terus-menerus.

Bisa juga dengan menciptakan dukungan massal layaknya "I(oin untuk Prita",
ataupun dalam kasus "Cicak Lawan Buaya" melalui media sosial. Jika dukungan

banyak, media massa akan sangat menantikan momen semacam ini. Tentukan

pria taqline yang kreatif agar memudahkan public untuk mengingat getakan

ini dan sebarluaskan ke berbagai penjuru dengan menggunakan betagam

pendekatan dan media yang gampang diakses oleh siapa saja. Yang tak boleh

dilupakan adalah semua pihak yang berkepentingan atas kehidupan radio

komunitas harus dilibatkan.

JRI{ hadir atas kehadiran sejumlah lembaga pendukung radio komunitas di

masa lalu. Bahkan sejumlah radio komunitas amat beperan kala itu. Sebaiknya,

hindari kesan el-itis di mata radio komunitas.JRltv'ilayah harus berani mati untuk
radio komunitas, bukan berpihak pada regulator lokal dan menjaga jarak dengan

radio komunitas. Selain itu, JRK wilayah juga harus mampu memanfaatkan

konflik antar radio komunitas dalam rebutan frekuensi siaran sebagai sebuah

4.
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kekuatan bersama. Penguatan internal ini amat penting dilakukan. Jika tidak,

takkan ada gtrn rry^beragam s trategi dilakukan.

Hingga jurnal ini ditulis, pembahasan RUU Penyiaran untuk menggantikan

UU Penl,iaran No.32 tahun 2002 masih bedangsung di legislatif. JRI(I hatus

memanfaatkan momentum in.i karena pembahasan ini adalah pintu masuk untuk

mengubah aturan yang rnemberatkan. Hanpannya, iika RUU tersebut disahkan,

maka secara bertahap atutan hukum di bawahnya akan ikut berganti pula. Tak ada

salahnva JRI(I mulai me mperbaiki strategi di saat yang pendek ini.
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